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Abstract: This study examines the legal analysis of Court Decision Number 

120/Pdt.G/2019/PN Ckr concerning a doctor’s civil liability in a medical malpractice case. 

The aim is to analyze the application of the informed consent doctrine and the justification of 

medical complications from a civil law perspective. This research employs a normative legal 

method with case and conceptual approaches, using primary legal materials such as legislation 

and court decisions, and secondary materials from legal literature and journals. The results 

show that informed consent plays a crucial role in determining a doctor’s liability, while 

medical complications may serve as a defense if transparently disclosed to the patient. In 

conclusion, strengthening informed consent standards and applying the principle of 

proportionality by judges are essential to achieving substantive justice in Indonesia’s health 

law practice. 

  

Keyword: Medical malpractice, civil liability, informed consent, medical complications, health 

law. 

  

Abstrak: Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap Putusan Nomor 

120/Pdt.G/2019/PN Ckr yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata dokter dalam kasus 

dugaan malpraktik medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan doktrin 

informed consent dan pembenaran komplikasi medis dalam perspektif hukum perdata. 

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, 

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa informed consent memiliki peran sentral dalam menentukan tanggung 

jawab hukum dokter, sedangkan komplikasi medis dapat menjadi dasar pembebasan tanggung 

jawab apabila telah dijelaskan secara transparan kepada pasien. Kesimpulannya, penguatan 

standar informed consent dan penerapan prinsip proporsionalitas oleh hakim diperlukan untuk 

mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia. 
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Kata Kunci: Malpraktik medis, tanggung jawab perdata, informed consent, komplikasi medis, 

hukum kesehatan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Maraknya kasus malpraktik medis belakangan ini semakin menarik perhatian publik 

dan kalangan hukum karena menyangkut tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap 

pasien. Persoalan ini tidak hanya terkait aspek teknis pelayanan medis, tetapi juga menyentuh 

ranah hukum mengenai batas kewenangan profesional, kewajaran tindakan medis, serta hak 

pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas sebelum menjalani prosedur (informed 

consent). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjalankan prosedur 

informed consent secara benar sering menjadi pemicu utama sengketa antara pasien dan tenaga 

medis, yang pada akhirnya berujung pada gugatan perdata (Pallocci, 2023). Di Indonesia, 

pembahasan mengenai tanggung jawab hukum tenaga medis terus berkembang, terutama 

dalam penerapan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 

KUHPerdata. Dalam berbagai kasus, hakim menilai unsur kelalaian profesional melalui 

pembuktian apakah tindakan dokter telah sesuai dengan standar profesi dan apakah pasien telah 

memberikan persetujuan yang sah atas risiko yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa penerapan informed consent di lapangan belum sepenuhnya efektif, 

sehingga sulit dijadikan pembelaan mutlak bagi dokter ketika terjadi kerugian akibat tindakan 

medis (Dahlawi, 2021). 

Salah satu contoh yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara aspek medis dan 

hukum adalah Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Cikarang. Isu utama dalam perkara tersebut 

berkisar pada sejauh mana persetujuan pasien dan klaim adanya “komplikasi medis” dapat 

membebaskan tanggung jawab perdata pihak medis. Tidak semua komplikasi dapat dijadikan 

alasan pembenaran; perlu dibedakan antara risiko yang wajar dan akibat dari kelalaian yang 

sebenarnya bisa dicegah. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami batas 

penerapan doktrin tersebut dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, sekaligus menguji 

konsistensi antara teori dan praktik tanggung jawab profesi medis. Tuntutan terhadap 

transparansi dan dokumentasi yang lebih baik dalam proses informed consent juga semakin 

menguat dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Penelitian terbaru menekankan 

pentingnya formalisasi prosedur persetujuan serta komunikasi risiko yang jelas agar pasien 

benar-benar memahami tindakan medis yang akan dijalani dan potensi akibatnya. Dalam 

konteks hukum acara perdata, kejelasan dokumen persetujuan dan bukti bahwa pasien 

memahami risiko menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawab pihak medis 

(Bolcato et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan informed consent bukan hanya formalitas 

administratif, melainkan instrumen hukum yang menentukan apakah tindakan medis dapat 

dibenarkan atau dianggap sebagai bentuk kelalaian. 

Lebih jauh, pengelolaan risiko dan budaya keterbukaan pasca-insiden (open disclosure) 

kini menjadi bagian dari tata kelola rumah sakit yang baik. Pemisahan antara risiko medis yang 

wajar dan kelalaian sistematis diperlukan agar penyelesaian sengketa dapat lebih proporsional 

dan tidak selalu berujung pada litigasi. Praktik manajemen risiko yang baik diyakini mampu 

menekan potensi gugatan perdata dengan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap institusi 

medis (Dahlawi, 2021). Dalam hal ini, pendekatan yang menekankan akuntabilitas dan 

komunikasi terbuka dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap klaim malpraktik. 

Berdasarkan dinamika tersebut, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali sejauh mana 

prinsip informed consent dan alasan pembebasan tanggung jawab karena komplikasi medis 

diakui dalam praktik hukum Indonesia. Kajian normatif terhadap Putusan Nomor 

120/Pdt.G/2019/PN Cikarang dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana 

hakim menafsirkan hubungan antara persetujuan pasien, risiko medis, dan kelalaian 
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profesional. Penelitian ini juga menilai apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip 

tanggung jawab profesi medis dalam literatur hukum kesehatan kontemporer, sekaligus 

mengidentifikasi implikasinya terhadap praktik perlindungan pasien. Dengan demikian, 

penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara normatif Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN 

Cikarang melalui perspektif doktrin informed consent dan konsep komplikasi medis, guna 

memberikan rekomendasi bagi peningkatan perlindungan hukum pasien serta kepastian hukum 

bagi tenaga medis. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur tentang hukum 

kesehatan di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pembentukan 

kebijakan rumah sakit, peningkatan komunikasi dokter-pasien, serta penegasan batas tanggung 

jawab profesional dalam tindakan medis. 

  

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu 

penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya 

dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian doktrinal menelaah hukum sebagai 

suatu sistem norma yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat serta berfungsi 

untuk menemukan asas, konsep, dan doktrin hukum yang relevan dengan kasus yang dikaji 

(Marzuki, 2017). Dalam konteks ini, penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan, 

melainkan dengan menelaah bahan hukum secara sistematis untuk menilai kesesuaian antara 

teori hukum dengan praktik penerapan hukum pada kasus yang diteliti. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan No. 

120/Pdt.G/2019/PN Ckr yang berkaitan dengan sengketa tanggung jawab hukum dokter 

terhadap pasien. Analisis terhadap putusan tersebut bertujuan untuk memahami pertimbangan 

hakim, penerapan norma hukum, serta implikasi terhadap praktik kedokteran di Indonesia. 

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau konsep-konsep hukum 

kesehatan, seperti informed consent, tanggung jawab profesional dokter, dan perlindungan hak 

pasien, melalui studi literatur dan pendapat para ahli hukum kesehatan. 

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 

120/Pdt.G/2019/PN Ckr, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan 

doktrin hukum kesehatan yang membahas tanggung jawab hukum tenaga medis, hak pasien, 

serta prinsip etika dalam pelayanan medis. Penggunaan kedua jenis bahan hukum ini 

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif antara norma hukum yang berlaku 

dan praktik pelaksanaannya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menafsirkan bahan hukum 

secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Melalui metode ini, 

peneliti berupaya menguraikan hubungan antara peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, dan teori hukum yang relevan tanpa menggunakan data statistik. Hasil analisis 

kualitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan 

prinsip tanggung jawab hukum dokter dalam konteks pelayanan kesehatan, serta memberikan 

kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualifikasi Malpraktik sebagai Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr, majelis hakim menilai bahwa tindakan 

dokter yang menjadi tergugat tidak memenuhi unsur pidana, meskipun terdapat kerugian yang 

dialami pasien. Hakim berpendapat bahwa unsur mens rea atau niat jahat yang menjadi dasar 
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pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, karena tindakan medis dilakukan dengan tujuan 

penyembuhan dan sesuai prosedur kedokteran. Hal ini sejalan dengan pandangan Bolcato et al. 

(2024) yang menjelaskan bahwa dalam konteks hukum kesehatan, perbedaan antara kelalaian 

medis dan tindak pidana harus dilihat dari adanya unsur kesengajaan dan penyimpangan berat 

dari standar profesi. Dengan demikian, hakim mengarahkan pertanggungjawaban dalam ranah 

perdata, bukan pidana. Dari sudut pandang hukum perdata, perbuatan dokter dapat 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) apabila memenuhi 

empat unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan 

kausal antara perbuatan dan kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata). Dalam perkara ini, hakim 

menilai bahwa tidak semua unsur tersebut terpenuhi. Tindakan dokter memang menimbulkan 

akibat yang tidak diharapkan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum 

karena masih berada dalam batas kewajaran tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan 

pasien. Menurut Calderwood (2024), konsep informed consent yang diberikan sebelum 

tindakan medis juga dapat menjadi dasar pembelaan hukum bagi dokter, karena menunjukkan 

bahwa pasien telah memahami dan menyetujui risiko yang mungkin timbul dari tindakan 

medis. 

Analisis terhadap hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian pasien menjadi 

aspek penting dalam penilaian pertanggungjawaban hukum. Hakim dalam perkara ini menilai 

bahwa hubungan kausal tidak bersifat langsung karena terdapat faktor medis lain yang turut 

berkontribusi terhadap hasil pengobatan yang tidak diharapkan. Oberoi (2025) menegaskan 

bahwa dalam kasus malpraktik, hubungan kausal hanya dapat dinyatakan ada apabila dapat 

dibuktikan bahwa kelalaian dokter menjadi penyebab utama terjadinya kerugian. Oleh karena 

itu, ketidakpastian medis dan kompleksitas kondisi pasien sering kali membuat pembuktian 

unsur kausalitas menjadi sulit secara hukum. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan 

bahwa tidak setiap kerugian pasien akibat tindakan medis dapat langsung dikualifikasikan 

sebagai malpraktik. Penilaian harus mempertimbangkan konteks profesional, kepatuhan 

terhadap prosedur medis, dan keberadaan informed consent. Menurut Ng (2024), pendekatan 

kehati-hatian hakim dalam membedakan antara kesalahan profesional dan pelanggaran hukum 

penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi 

tenaga medis. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip bahwa kualifikasi malpraktik 

sebagai perbuatan melawan hukum hanya dapat ditetapkan apabila seluruh unsur hukum 

terbukti secara jelas dan meyakinkan. 

Penerapan Doktrin Informed Consent dalam Kasus a Quo 

Dalam Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Cikarang, hakim dihadapkan pada tugas 

untuk menilai apakah persetujuan pasien telah diberikan secara sah dan benar-benar didasarkan 

pada pemahaman yang cukup mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan ini 

tidak sekadar tanda tangan di atas formulir, tetapi cerminan dari komunikasi yang jujur antara 

dokter dan pasien. Fadillah & Sewu (2025) menegaskan bahwa tindakan medis tanpa 

persetujuan yang jelas melanggar asas perlindungan dan keselamatan pasien sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Dalam konteks perkara ini, jika 

dokter tidak menyampaikan informasi mengenai risiko dan alternatif tindakan secara terbuka, 

maka persetujuan tersebut dapat dinilai cacat secara hukum dan kehilangan kekuatannya 

sebagai dasar pembelaan. Namun, bila pasien telah memahami informasi yang diberikan dan 

menyetujuinya secara bebas, maka tanggung jawab dokter dapat dibatasi, meski tidak 

sepenuhnya dihapus, karena profesionalisme tetap menuntut adanya kehati-hatian dalam 

pelaksanaan tindakan medis. Selain itu, aspek prosedural dan substansi dari informed consent 

juga menjadi kunci dalam penilaian hakim. Tambunan et al. (2024) menyoroti bahwa proses 

persetujuan harus mempertimbangkan kondisi pasien, termasuk keterlibatan wali atau 

pendamping bila pasien tidak dalam kapasitas penuh untuk mengambil keputusan. Bahasa yang 

digunakan juga harus mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kasus 
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Cikarang, hakim perlu melihat apakah komunikasi risiko dilakukan dengan cara yang 

transparan, apakah pasien memiliki kesempatan untuk bertanya, serta apakah terdapat tekanan 

atau ketidakseimbangan informasi yang bisa mempengaruhi kehendak pasien. 

Koesmoeryantati & Siregar (2024) menambahkan bahwa komplikasi medis tidak 

otomatis membebaskan dokter dari tanggung jawab, terutama jika terdapat penyimpangan dari 

standar profesi atau kegagalan menyampaikan risiko komplikasi sejak awal. Dengan kata lain, 

sekalipun pasien telah menandatangani informed consent, dokter tetap harus memastikan 

bahwa seluruh risiko relevan telah dijelaskan dan tindakan korektif dilakukan sesuai protokol 

bila komplikasi muncul. Dalam konteks a quo, kegagalan menangani komplikasi dengan 

standar yang tepat bisa menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menetapkan adanya kelalaian. 

Surianto Subu et al. (2025) memperluas perspektif ini dengan menyoroti pentingnya waktu 

dalam pemberian persetujuan. Dalam praktik medis, sering kali persetujuan diberikan secara 

tergesa atau bahkan setelah tindakan sebagian dilakukan, yang pada akhirnya menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi tenaga medis. Studi tersebut menegaskan bahwa penundaan dalam 

memperoleh persetujuan dapat mengurangi perlindungan hukum bagi dokter, karena dianggap 

melanggar prinsip kesetaraan dan transparansi dalam hubungan dokter-pasien. Dalam kasus 

Cikarang, faktor waktu dan kondisi pasien saat memberikan persetujuan bisa menjadi aspek 

krusial yang mempengaruhi penilaian hakim terhadap keabsahan informed consent dan 

tanggung jawab perdata dokter. 

Justifikasi “Komplikasi Medis” sebagai Alasan Pembebasan Tanggung Jawab 

Menurut tinjauan Informed Consent: Legal Obligation or Cornerstone of the Physician-

Patient Relationship, adanya komplikasi yang tidak dapat diprediksi meskipun tindakan medis 

telah dilakukan dengan benar menunjukkan bahwa tidak setiap hasil buruk mencerminkan 

kesalahan dokter (Pallocci, 2023). Dengan demikian, pembebasan tanggung jawab dapat 

diterima hanya bila terbukti bahwa tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan 

komplikasi tersebut berada di luar kendali wajar dokter. Namun, aspek pembuktian menjadi 

krusial ketika penggunaan justifikasi komplikasi medis diklaim sebagai alasan pembebasan. 

Dalam konteks hukum Indonesia, Ghozali et al. (2024) dalam artikel Legal Consequences of 

Medical Accidents and Medical Malpractice menyoroti bahwa pertanggungjawaban hukum 

dokter tidak hanya berdasarkan hasil buruk, melainkan harus disertai bukti adanya pelanggaran 

standar prosedur atau kelalaian profesional. Dengan demikian, hakim akan mengevaluasi 

apakah komplikasi tersebut benar-benar bersifat tak terduga dan tidak menunjukkan 

penyimpangan profesional. Apabila tindakan medis melampaui batas kewajaran atau 

dokumentasi tidak memadai, maka penggunaan justifikasi komplikasi medis dapat ditolak oleh 

pengadilan. 

Dalam putusan seperti kasus a quo, hakim dapat mempertimbangkan bahwa meskipun 

komplikasi muncul, dokter tetap memiliki tanggung jawab apabila tidak memenuhi standar 

komunikasi risiko atau gagal memberikan informasi yang memadai kepada pasien. Studi 

Informed Consent in Clinical Practice: Old Problems, New Challenges oleh Ng (2024) 

menekankan bahwa meskipun pasien telah menandatangani persetujuan, kualitas penjelasan 

risiko (termasuk komplikasi) sangat menentukan apakah persetujuan itu sah secara legal. Bila 

penjelasan komplikasi tidak cukup, maka dokter tidak bisa sepenuhnya lepas dari tanggung 

jawab atas kerugian pasien. Dengan demikian, justifikasi komplikasi medis sebagai alasan 

pembebasan tanggung jawab tidaklah mutlak. Hakim dan teori hukum kesehatan cenderung 

menolak pembebasan bila terdapat unsur ketidakpatuhan pada standar profesi, kurangnya 

dokumentasi, atau penjelasan risiko yang tidak memadai. Dalam konteks a quo, jika perkara 

menunjukkan bahwa dokter gagal memenuhi kewajiban komunikasi risiko atau protokol medis 

standar, maka argumen komplikasi medis sebagai pembelaan seharusnya tidak cukup untuk 

membebaskan pertanggungjawaban perdata. 

 

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,                                         Vol. 6, No. 2, 2025 

 

1089 | P a g e  

Analisis Kritis Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr 

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr memberikan 

ruang refleksi terhadap penerapan teori perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks 

malpraktik medis. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa tindakan dokter tidak memenuhi 

unsur kesalahan yang dapat digolongkan sebagai PMH, karena tindakan medis dilakukan 

sesuai standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan. Namun, analisis kritis terhadap 

pertimbangan hakim menunjukkan adanya pergeseran dalam penafsiran tanggung jawab 

profesional, terutama ketika dikaitkan dengan perlindungan hak pasien sebagai subjek hukum 

yang rentan (Kurniawan, 2024). Secara doktrinal, konsep PMH tidak hanya mencakup 

pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga terhadap asas kehati-hatian dan kewajiban 

moral yang melekat pada profesi tertentu. Dalam hukum kesehatan, standar tersebut diperluas 

dengan prinsip kehati-hatian medis (medical prudence), yang menuntut setiap tenaga kesehatan 

untuk bertindak sesuai standard of care yang wajar (Fadillah & Sewu, 2025). Oleh karena itu, 

ketika pengadilan menilai tidak adanya kelalaian, analisisnya seharusnya memperhatikan 

apakah tindakan dokter telah memenuhi standar profesional sebagaimana diatur dalam UU 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Selanjutnya, relevansi antara teori PMH dan praktik hukum kesehatan menuntut adanya 

keseimbangan antara kepentingan dokter dan hak pasien. Jika pengadilan terlalu 

menitikberatkan pada perlindungan profesi medis, maka potensi pelanggaran hak pasien dapat 

terabaikan. Di sisi lain, penilaian yang terlalu keras terhadap dokter dapat menimbulkan 

ketakutan profesional dan menghambat pelayanan kesehatan (Budiman et al., 2023). Oleh 

karena itu, hakim dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam menilai hubungan 

kausal antara tindakan medis dan kerugian pasien. Dalam perkara ini, hakim menggunakan 

argumentasi bahwa komplikasi medis tidak dapat diartikan sebagai kelalaian, sebab risiko 

tersebut telah dijelaskan kepada pasien dalam bentuk informed consent. Namun, apabila isi 

informed consent tidak secara eksplisit memuat potensi komplikasi serius, maka persetujuan 

tersebut tidak dapat dianggap sah menurut doktrin hukum kesehatan (Indina, 2024). Putusan 

ini menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi mempertegas perlindungan terhadap dokter, 

tetapi di sisi lain mengaburkan standar keterbukaan informasi medis kepada pasien. 

Kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa banyak pengadilan di Indonesia cenderung 

berhati-hati dalam mengkategorikan malpraktik medis sebagai PMH, karena adanya 

keterbatasan pembuktian hubungan kausal dan elemen kesalahan profesional (Vitrianingsih et 

al., 2023). Namun demikian, kecenderungan ini justru menegaskan perlunya pendekatan yang 

lebih progresif dalam mengintegrasikan aspek etika kedokteran dan prinsip akuntabilitas 

hukum dalam setiap putusan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi penegak 

hukum positif, tetapi juga penjaga moral publik dalam bidang kesehatan. Dari perspektif teori 

hukum, evaluasi terhadap putusan ini menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan asas lex 

specialis derogat legi generali. UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan seharusnya menjadi 

dasar utama dalam menilai tanggung jawab dokter, bukan hanya pasal 1365 KUHPerdata 

(Emmanuella & Ramadhani, 2023). Pendekatan yang terlalu normatif dapat mengabaikan 

konteks etik dan tanggung jawab sosial profesi medis yang semestinya menjadi bagian dari 

analisis yuridis. 

Selain itu, terdapat kritik terhadap penalaran yuridis hakim yang tidak 

mempertimbangkan secara mendalam doktrin res ipsa loquitur, prinsip yang menyatakan 

bahwa fakta kecelakaan atau kerugian yang jelas dapat menjadi bukti kelalaian meskipun tanpa 

pembuktian langsung. Dalam beberapa putusan pasca-2023, seperti yang diulas oleh Fila 

Indina (2024), pengadilan mulai mengadopsi pendekatan ini sebagai instrumen perlindungan 

pasien, meskipun implementasinya masih inkonsisten. putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Ckr 

menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara norma hukum, etik medis, dan 

keadilan substantif. Dalam konteks perkembangan hukum kesehatan nasional, penting bagi 

https://dinastirev.org/JIHHP
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hakim untuk menafsirkan peraturan secara teleologis — yaitu berorientasi pada tujuan 

perlindungan pasien tanpa mengabaikan hak profesi medis (Kurniawan, 2024). Pendekatan ini 

sejalan dengan tren yurisprudensi modern yang menempatkan keseimbangan antara otonomi 

profesional dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama keadilan dalam bidang kesehatan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Cikarang, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab tujuan utamanya, yaitu menilai 

konsistensi penerapan doktrin informed consent dan justifikasi “komplikasi medis” terhadap 

tanggung jawab perdata dokter. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara 

tersebut menilai unsur kesalahan tidak terpenuhi karena tindakan medis telah sesuai dengan 

standar profesi dan prosedur operasional. Namun, secara substantif, informed consent tidak 

dapat dipandang hanya sebagai formalitas hukum, melainkan merupakan bentuk perlindungan 

atas hak pasien untuk memperoleh informasi yang utuh dan berpartisipasi dalam keputusan 

medis. Dengan demikian, apabila proses informed consent dilakukan tanpa transparansi atau 

tanpa pemahaman pasien yang memadai, tanggung jawab perdata dokter tetap dapat timbul, 

meskipun tindakan medis secara teknis telah sesuai dengan prosedur profesional. Temuan ini 

menegaskan bahwa hubungan dokter–pasien harus dibangun atas dasar keterbukaan, kehati-

hatian, dan dokumentasi yang sah agar prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap terjaga. 

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan yang 

bersifat sistemik, terutama dalam bidang sains kesehatan dan tata kelola rumah sakit. 

Pemerintah perlu memperkuat penerapan standar informed consent melalui peraturan turunan 

dari Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, agar terdapat panduan teknis yang jelas 

terkait bentuk dokumen, tahapan komunikasi risiko, serta validasi pemahaman pasien. Dari sisi 

profesi, tenaga medis perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai etika komunikasi 

dan manajemen risiko agar kesalahan prosedural yang bersifat administratif tidak berujung 

pada tanggung jawab hukum. Sementara itu, lembaga peradilan perlu menjaga konsistensi 

dalam menerapkan prinsip lex specialis dan proporsionalitas ketika menilai kasus malpraktik 

medis, sehingga keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga 

medis dapat tercapai. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola layanan kesehatan 

berbasis sains hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan medis 

di Indonesia. 
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